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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dari hasil Pembahasan mengenai Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa dokumen-dokumen yang terdapat 

dalam setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggunggunjawaban belum sesuai dan belum lengkap.    

2. Dari hasil penelitian di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten 

Kupang menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa pada 

tahun 2014 sudah sesuai dengan pinsip pengelolaan keuangan  desa,  

namun hasil  analisis  untuk tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan 

bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  

3. Dari hasil Pembahasan diketahui bahwa tidak adanya dokumen-dokumen 

buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang 

seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, tidak adanya buku kas 

pembantu pajak dan buku bank desa yang harus dicatat atau dibukukan 

oleh Bendahara Desa Poto.  
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4. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Hasil 

penelitan di ketahui bahwa pada tahap perencanaan untuk pembangunan 

infrastruktur desa dan pemberdayaan kemasyarakatan tidak terlalu banyak 

dianggarkan, dan pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa prosedur yang 

dilangar  dan tidak di dukung oleh dokumen yang lengkap. Hasil 

penelitian di ketahui bahwa realisasi sebagian pengeluaranya tidak 

didukung dengan bukti pelaksanaan yang akurat, dan tidak didukung 

dengan bukti pertanggungjawaban belanja pelaksana kegiatan. 

5. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan 

keuangan di Desa Poto belum terlaksana dengan baik karena kurang 

maksimalnya pengelolaan ADD yang dipengaruhi beberapa kendala, yaitu 

minimnya kualitas sumber daya Aparat Desa Poto dalam beberapa hal 

terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah 

dilakukan, kurangnya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait 

sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan ADD. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka 

disarankan kepada pemegang kuasa pengelolaan keuangan tingkat desa 

dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Poto sebagai berikut : 

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto dalam tahapan Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggunggunjawaban 

Alokasi Dana Desa harus menyiapkan dokumen-dokumen buku kas 
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pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya 

dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan. 

2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto melengkapi dokumen-dokumen 

pencatatan khususnya buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan 

pembayaran, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa serta laporan 

kekayaan milik desa.  

3. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto melengkapi proses pencatatan 

buku kas umum, Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan 

Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sehingga data laporan 

akhir dapat diandalkan dan dipercaya. 
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